PERATURAN DAERAH . NOMOR 2 TAHUN 2911
PERATURAH BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2011

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 2 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan

dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik
bagi arang atau badan yang mempunyai suatu hak
atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya,
dan oleh karena itu wajar apabila setiap wajib pajak
diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau
kenikmatan yang diperalehnya kepada daerah untuk
kesejahteraan rakyat melalui pajak;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf
j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan

-Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan
salah satu jenis pajak pusat yang di daerahkan
kepada kabupaten guna menjadi sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan

‘dan pembangunan daerah;

.C. bahwa...............
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daeran Kabupaten Luwu
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1959
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

'Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 36&6
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uindarg
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republk

‘Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, {Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa

Nomor 4437);
6 . Tambahan........
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor-4438),

' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran

" Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

" Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
tentang - Tata: Cara Pemeriksaan Di Bidang
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986, Nomor. 46, Tambahan Lembaran

; Negara Repubiik Indonesia Nomor 3339);

10.

Peraturan. Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara ' Penyitaan Dalam Rangka

:" Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

i Nomor 4049);
11.

Perzturan Pémerintah Nomor 136 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang
Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4050);

12. Peraturan Pemerintah........
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13.

14.

15.

i6.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

_lndqnesta Nomor 4575); o

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembaglan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2007 Nomor 82, ‘Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor-4737); -

Peraturan Pemerintah’ Nomor 39 Tahun 2067 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah’ (Lembaian Negara
Republik -Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4738);

. Perafuran Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Pivtang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik.
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran

'Negara Republik Indonesia Nomor 4488),

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

10 Paraturan............

&

20 Peraturan Daerah Kabupaten ‘Luwu Nomor 12
- Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2010.

: Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU,
. dan.
BUPATI LUWU
' MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

 _BABI

KETENTUAN UMUM
# Pasal 1

. Dalam Peraturan.Daerah,i_hi yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
- pemerintahan oleh Pemerintah. Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan-tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip MNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepehtingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dakam system Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Menetapkan

~4.Bupati adalah..........
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4. Bupati adalah Bupati Luwu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, yang
selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

* undangan.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada' Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang/Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan ‘digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pension, persekutuan perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu. .

10.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

12.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedaiaman serta laut wilayah kabupaten.
‘ 13. Bangunan adalah......

b

13.Bangunan adalah konstruksi teknik. yang ditanam atau
::Illekatk_an secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau
aut :

14.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual bell
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi

- .jual beli,.NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan

~ objek lain yang sejems -atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti. = -

15 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak daerah.

~16.Wajib . Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi
pembayar pajak pemotong paiak, dan pemungut pajak, yang

- mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. sesuai dengan

.=, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, . termasuk wakil
. yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan

-~ daerah, -

. 18.Masa Pajak adalah jangka wak‘u 1 (satu) bulan kalender atau
-jangka. waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Waijib
- Pajak. untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang
terutang. .

19, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak - sesuai. dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

20.Pemungutan adalah suatu rangkaian keglatan mulai dari
penghimpunan-data objek pajak dan subjek pajak, .penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Waijib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

21. Surat Pemberitahuan..........
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21.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

22.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

23.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti. pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan ‘dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

24.Surat  Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak 'yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

25.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat - - SPPT, adalah 'surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang
térutang kepada Wajib Pajak.

26.Surat’ Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
vang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

d:tetapkan

28. Surat Ketetapan...........
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28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
- SKPDN, .adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau

.- pajak tidak terutang dan-tidak ada kredit pajak.

. 29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak;:lebih besar danpada pajak yang terutang atau
-seharusnya tidak terutang.

. 30.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat STPD,

~ adalah surat untuk melakukan tagihan pajak.dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda. 5,

31.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan. kesalahan -tulis, kesalahan - hitung, dan/atau
kekeliruan - penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, DKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

¢ 32.Surat Keputusan Keberatan adalah- surat keputusan atas

keberatan terhadap  SPPT,- SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
" terhadap pemotengan atau pemungutan oleh plhak ketiga yang
diajukan oieh Waijib Pajak.

33.Putusan Banding adalah putusan Badan Peradltan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

- 34.Pembukuan- adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang. atau .jasa, ' yang ‘ditutup. dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut.

35.'Pemeriksaan adalah
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35.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

36 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang - dilakukan -‘oleh penyidik untuk
mencari -serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta-menemukan tersangkanya. T

37.Penyidik ‘adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil ' tertentu di
lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik urtuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan

* peraturan perundang-undangan.

38.Juru ‘Sita Pajak adalah- pelaksana tindakan penagihan pajek
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pembentahuan
surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. :

39.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penaginan pajak.

40.Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan.penagihan
pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari
semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun

Pajak.

BAB | S
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan

dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
Pasal 3..........
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Pasal 3

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan‘adalah :

. A&, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks

bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang
merupakan suatu:kesatuan dengan komplek bangunan
tersebut; :

. jalan tol;

kolam renang;

pagar mewah;

tempat olahraga :

galangan kapal, dermaga; '

iaman mewah;

tempat penampungan/kilang mmyak air dan gas, pipa

“minyak; dan

menara.

(3) Objek Pajak yang tidak dlkenakan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalahi objek pajak
yang :

a. digunakan oleh” Pemerintah. Pusai dan Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain
di bidang. ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau
_yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang
dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak; .

.F’"P'-'".‘Dfl.""c'

id

e. digunakan oleh................
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e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan, .atau perwakilan lembaga
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap Wajb Pajak. ;

(1) Subjek -.Pajak- Bumi -dan. Bangunan Perdesaar dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan;

(2) Wajib Pajak Bumi dan, Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak . atas Bumi dan/atau
. memperoleh manfaat. atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh . manfaat atas

Bangunan.
e BAB Il
- DASAR PENGENAAN, . TARIF, DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah NJOP;

' (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayah; '

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal6..........

43

Pasal 6

i Tarif ‘Pajak Bumi-dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud:- dalam Pasal 5
setelah dikurangi Nilai- Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 8
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan;

'(2) Bupati ‘ménetapkan - Pajak terutang dengan 'menerbltkan

SPPT atau SKPD,; :

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan
apabila :

a. SPOP tidak disampaikan  dalam jangka wakiu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dan
setelah ditegur secara fertqlls tidak disampaikan pada

. waktunya sebagaimana dlmarcsud dalam Surat Teguran,

'b.-Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih
besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(4) Bentuk,-isi tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT
dan SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB IV
TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

(1) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;

(2) ‘Saat yang menentukan pajak terutang sebagaimana
‘dimaksud pada ayat (1) adalah menurut keadaan objek
pajak pada tanggal 1 Januari;

(3) Pajak yang terutang dlpungut di wilayah Kabupaten Luwu
dimana objek pajak berlokasi.

BABV

PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT
PEMBERITAHUAN:PAJAK TERUTANG, DAN SURAT
KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) " Untuk- pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dilakukan' dengan menggunakan SPOF;

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas; 'benar, dan lengkap serta ditanda tangani
dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerianya
‘meliputi letak.objek’ pajak,-selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak; :

(3) Pelaksanaan ‘dan tata cara pendaftaran objek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT;

(2 ) Bupati capat............

(2)

)

4)

(M

(2)
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Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hai-hal :

a.apabila SPOP tidak disampaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang
lebih,.. besar dari jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajb
Pajak.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak

ditambah dengan denda administratif sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dihitung dari pckok pajak;

Jumlah pajak vang terutang dalam SKPD sekbagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah selisih pajak yang

terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain dengan pajak yang terutang yang dihitung
berdasarkan SPOP ditambah denda administratif sebesar

'25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang

Eanich BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
'Pasal 12

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang dalam SKPD paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak,
dan SPPT paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterima oleh Waijib Pajak;

SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama i (satu) bulan

sejak tanggal diterbitkan;
(3). Pembayaran..........



3)

(4)

(5)

(1)

()

(3)

(4)
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Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan
menggunakan SSPD  di Kas Daerah melalui Bendaharawan
Khusus Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan
dicatat pada Buku Penerimaan;

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama
1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran
dan tempat pembayaran diatur dengan * ‘Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk
mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu
tartentu, ‘

Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan
berturut-turut;

Bupati atas permohonan Waijib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetu;uan untuk
menunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu
yang ditentukan; = .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan,
persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan
pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2). Jumlah Kekurangan......

"

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTD

(M

()

3)

4)

[6)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling
lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

. (3) ,SKPD atau dokumen lain yang dlpersamakan yang tidak

‘atau kurang dibayar setelah jatuh tempom pembayran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD

Pasal 15
Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang

dalam SPPT, SKPD, STPD, - Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding;

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis .sebagai awal tindakan pelaksanaar penagihan
pajak dikeluarkan 7 (tu;uh) han" sejak saat jatuh’ tempo
pembayaran;

Dalam jangka waktu 7 (tu;uh) han setelah Surat teguran
atau Surat peringatan atau surat lain’ yang se}ems Waj|b
Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlkeluarkan
oleh Bupati.

Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sekurang-kurangnya memuat:

a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar;

d. saat pelunasan utang pajak.

{1). Penagihan......
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Pasal 16

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (5) huruf d, apabila:

a, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan
" Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah tangankan
barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan  atau mengecilkan' kegiatan usaha yang
dikerjakannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan
atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha
yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan
bentuk lainnya;

d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah
Kabupaten; gl 2

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung

" Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-

kurangnya memuat: ;

a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak; - :

¢. perintah untuk membayar,

d. saat pelunasan utang pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan

sebelum penerbitan Surat Paksa;

Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan

Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(1)

(2

3

Q)

@)

(1)
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Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi
dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis, ditagih dengan Surat Paksa;

Bupati menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari_kerja sejak Surat Teguran atau Surat
Peringatan. atau surat lain yang. sejenis diterima oleh
Wajib Pajak; . .. LA A

Pengajuan keberatan oler = Wajib Pajak tidak
mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 18

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan
penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat
Pzaksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
i ' j )

Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak
dengan Surat Paksa, dilaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB ViII
KEDALUARSA PENAGIHAN
" Pasal 19

Hak * untuk -melakukan penagihan pajak menjadi

~ kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

(2). Kadaiuarsa........
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(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung = sejak  tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada Dinas yang
mengeloia Pendapatan Daerah;

(5) Pengakuan. utang secara tidak langsung sebagaimana

. dimaksud pada ayat (2) huruf b. dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohunan keberatan oleh Wajib
Pajak.

- Pasal 20

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penaglhan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan; - "

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan
penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas yang
membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam

. Peraturan Bupati.
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BAB IX )
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Bagian Pertama
Keberétan
Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atas suatu: ,

a. SPPT;

b. SKPD;

c. STPD

d. SKPDLB;

e. SKPDN;

f. Pemotongan atau pemungutan pajak oieh pihak ketiga
berdasarkan  ketentuan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang J|elas'.
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN dltenma
Waijib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas
ketetapan pajak secara jabatan, Waijib Pajak harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dimaksud;

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak; 7

(5) Keberatan- yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan,;

(6). Tanda Penerimaan.......... .



(6)

(7)
(8)

(1)

)

3)

(4)

~ pembayaran.
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Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
Bupati yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan,

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
Apabila diminta oleh Waijib Pajak untuk keperluan
pengajuan keberatan, Bupati wajib memberikan
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar
penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau
pemungutan pajak.

Pasal 22

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus

_memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besamya jumlah
pajak yang terutang,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu

_ keputusan maka permohonan keberatan yang diajukan

dianggap dikabulkan;
Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib
Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur

- Bagiah. Kedua
Banding
Pasal 23

Waijib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;

(2). Permohonan...........

()

(3)

(4)

®

"23—1

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari
surat keputusan keberatan;

Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;
Apabila diminta: oleh. Wajib Pajak untuk keperluan
pengajuan  permohonan banding, Bupati wajib
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang
menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang
diterbitkan;

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang
terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Pasal 24

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan
khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

- - Bagian Ketiga
- Gugatan_
Pasal 25

(i) Gugatan Wajib Pajak terhadap:

Surat  Perintah
Pengumuman

Paksa,
atau

Surat
Penyitaan,

a. pelaksanaan
Melaksanakan
Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan
pajak;

c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam
Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22; atau

d. Penerbitan........



(2)

(3)

(4)

)

(1)
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d. penerbitan SKPD atau Surat Kepuiusan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau
tata cara yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan  daerah;hanya
dapat diajukan kepada Pengadilan pajak.

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama

14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan

penagihan;

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib

Pajak, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang;

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung

sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan Wajib

Pajak; i

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu)

keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB atau
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

(2). Bupati dapat...........

)

w2

Bupati dapat : !

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurui peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak
benar,;

c. . mengurangkan atau membatalkan STPD; -

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan :

e. mengurangkan - ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Waijib Pajak atau kondisi
tertentu obyek pajak. ' 1

(3) Bupati dalam jangka waktu paling.lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

surat permohonan pembetulan diterima, -harus memberikan
keputusan atas permohonan pembetulan .yang diajukan Wajib
Pajak; |

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada’ ayat (3)

©)

(6)

terlampaui Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan;

Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati wajib- memberikan
keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar
untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Waijib
Pajak;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl.................
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BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Bupati;
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya - permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan,
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus ‘diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan; '
Apabila Wajib- Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pallng lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Pajak;

Tata cara pengembalian keleb;han pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XlI.............
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BAB XIi
INSENT!F PEMUNGUTAN
Pasal 28

(1) Satuan® Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu;

(2) Pembenan insentif sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) ditetapkan melalm Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; |

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB Xl
KETENTUAN KHUSUS

Pasa! 29

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
‘ rangka jabatan atau pekerjaannya. untuk menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah; ,

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah; .

(3) Dikecualikan dari.........



Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) adalah :

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar

memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Waijib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), untuk memberikan: dan. memperlihatkan bukti tertulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka/terdakwa atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 30

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
sebagaimana dimaksud dalamb Undang-Undang Hukum Acara

Pidana;
(2) Penyidik sebagaimana............

L 4
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai- dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi ‘lebih lengkap dan
jelas;

. meneiiti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen Ilain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

. melakukan - penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, penicatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorayg

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa,;

h. memotret seseorang..............
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h. memotret seseorang yang berkaltan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan
. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

o

Pasal 31

Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Bupati,
penyidik dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat permintaan; '

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah
Waijib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar
dan ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau
yang tidak seharusnya dikembalikan.
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BAB XV
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

 Pasal 32

(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:

a. SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak atau
kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana
dimaksud . dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melaiui
STPD;

b. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dan ayat(3), dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan;

c. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak;

d. pengzjuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dikenakan
sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumilah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;

e. permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan
sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumiah
pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan,

(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak

dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.
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Pasal 33

ap Wajib Pajak yang dengan sengaja:
menolak untuk dilakukan pemeriksaan ; _
memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan
yang sebenarnya,
zdag memperiixatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan; atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pepcatatan dan
dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan
yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara
program aplikasi on-line;
menolak untuk dilakukan pengawasan; atau _ _
tidak menyetorkan pajak yang telah dlpu_ngut sehingga
menimbulkan kerugian pada keuangan daerah dikenakan sanksi
adminisratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Fasal 34

Setiap Waijib Pajak yang karena keaipaannya tid_ak menyampaikan
SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tld_ak lengkap gtau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugulfan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling_banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dlpayar; .
Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tlda}k menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga _merug|k_an
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.;

(3) Tindak pidana................
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(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 35

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang
bersangkutan. - :

Pasal 36

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang

(2)

@)

(4)

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau
seseorang Yyang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak
pidana pengaduan.

Pasal 37.............
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Pasal:37

da sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),
a Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 38

Petugas pajak atau seseorang Yyang bekerja di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten yang dengan  maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pol_«)k dan
fungsinya memaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk
memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayara!n,
atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain,
‘uhingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana
sebagaimana dimaksud dalam peraturan. perundang-undangan
tindak pidana korupsi; -_
Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbqktl
melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Waj_lb Pajak
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
‘melawan hukum, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI...............
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BAB XVI

’_5 :
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini-mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI LUWU,
Cap/ttd
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 3 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUI{AM ‘ :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 2



PENJELASAN
ATASR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
AJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ENJELASAN UMUM

_ Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atay
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau bacan
yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh"manfgat
daripadanya, dan oleh karena itu wajar apabila Wajll? Pajak
diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan
yang diperolehnya kepada Daerah untuk kesejahteraan rakyat

melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan.
. Telah diakui bahwa Pajak Daerah adalah salah satu sumber

penerimaan daerah yang sangat penting untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan _Daerah.
Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah yang diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran seria
masyarakat yang sefhakin meningkat. | .

. Kehadiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, yang mendaerahkan pajak_ pusat
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j yang
menyerahkan sepenuhnya penanganan dan pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan jenis pajak ke c_jaerah
menjadi sarana penguat dalam menunjang pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Luwu sehingga untuk mengoptimalkan pemungutan

Dan Pemanfaatan...............

L

¥y

..éz‘_

dan pemanfaatannya dipgeriukan langkah strategis dalam
menggali potensi objék pajak ini guna lebih menambah
pendapatan asli daerah dari bidang perpajakan.

. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan

kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak
dalam peraturan daerah ini dengan menganut sistem official
assessment. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih
memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib
Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta
menganitisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu,
juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi
perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan secara
sukarela Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

. Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat

Waijib Pajak, wewenang Bupati yanj bersifat teknis administratif
dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat
pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, agar
pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat
Wajib Pajak dan birokratis dapat dihindari.

. Prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum menjadi

dasar pijakan penyusunan Peraturan Daerah ini yang mengacu
pada kebijakan pokok sebagai berikut:

a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka
mendukung penerimaan daerah;

b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi

' masyarakat Waijib Pajak;

c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi

~ masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang

teknologi informasi; -

d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha
terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan

bersih.
e. Menyederhanakan...............
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e. menyerderhanakan prosed‘d%dministrasi perpajakan daerah;

f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan
pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal
dari penerimaan pajak daerah;

Dengan dilaksanakannya kebjjakan pokok tersebut diharapkan

. dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin
meningkatnya kepatuhan secara sukarela oleh Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya

Iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif;

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 .

Dalam pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat
teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan
daerah yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan
penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal, sehingga dapat
memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak
dalam -melaksanakan  sepenuhnya kewajiban perpajakan
daerah. : d

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) '
Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan.
perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak
guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak
pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha
pertambangan.

Ayat (2) :
Cukup jelas.
Ayat (3)...........

al

‘i

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak
itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum,
dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari
yayasan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian
ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

= Di bidang ibadah, contoh: masijid, gereja, vihara;

-Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit;
Di bidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren;
Di bidang sosial, contoh: panti asuhan;
Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum,
candi.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4...........c.....
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Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
- adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak dengan cara membandingkannya
~dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan .dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya.

b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual svatu objek pajak dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh objek tersebut pada saat penilaian
dilakukan, yang dikurangi- dengan penyusutan
berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.

c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode

i penentuan nilai jual suatu objek pdjak yang berdasarkan
pada hasil produksi objek pajak tersebut.
Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun

sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan

pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang
cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan
setahun sekali.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...........
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Pasal 7

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak
sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wiaijib Pajak A mempunyal objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m? dengan harga jual Rp 300.000, 0G/m?;
Bangunan seluas 400 m? dengan nilai jual Rp 350.000, OOIm
Taman seluas 200 m? dengan nilai jual Rp 50.000, 00/m?;

Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan
nilai jual Rp 175.000,00/m?.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,00 = Rp 240.000.000,00

2. NJOP Bangunan
a. Rumah dan garasi

400 x Rp 350.000,00 = Rp140.000.000,00
b. Taman

200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00
c. Pagar

Rp 31.500.000,00 +

(120 x 1,5) x Rp 175.000,00
Rp 181.500.000,00

Total NJOP Bangunan

NJOPTKP Rp 10.000.000,00
Nilai Jual Bangunan Kena Pzjak Rp 171.500.000,00
3. NJOPKP Rp 411.500.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah 0,2%
5. PBB terutang: 0,2% x Rp 411.500.000,00 =Rp 823.000,00

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10............



~42.

Ayat (1)

Dalam rangka pendataan, waijib pajak akan diberikan
- SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Bupati atau
Dinas yang menangani pendapatan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jelas, dan lengkap adalah :
Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta
dalam SPOP dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak
menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah
maupun wajib pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah
dan/atau bangunan, tahun dan harga perclehan dan
seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan
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walaupun sudah ditegur secara tertulis ju_ga tidak
menyampaikar dalam jangka waktu yang _dltentukan
dalam Surat Teguran, Bupati dapat menerbitkan Sur_a’g
Pajak secara jabatan.- Terhadap ketetapan_ ini
dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur

dalam ayat (3).

Ayat (3)

Ayat ini mengatur sanksi administratif yang dikenakan
terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOR
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sanksi
tersebut dikenakan sebagai tambahan terhadap_ pokok
pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
ajak.
pSljlrat Ketetapan Paijak ini, berdasarkan data r.nemuat
penetapan objek pajak dan besamya pajakyang

sl g terutang beserta denda administratif yang dikenakan
= kepada waijib pajak.
APRToY . Contoh : _ _
| Cukup jelas ' Wajib Pajak A tidak menyampaikan SPQP.
Berdasarkan data yang ada, Bupati mengeluarkan
Zakd SKPD yang berisi :
L » Objek pajak dengan luas dan nilai jual.

SPPT atas dasar SPOP, namun untuk membantu
wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data
objek pajak yang telah ada.

« Luas objek pajak menurut SPOP

» Pokok pajak = Rp. 1.000.000.-

¢ Sanksi administratif =Rp  250.000.-
25% x Rp. 1.000.000,00

Jumiah pajak yang terutang dalam
SKPID e s = Rp. 1.250.000.-

Ayat (2)
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Bupati
untuk dapat mengeluarkan SKPD terhadap wajib pajak
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana mestinya.
Menurut ketentuan ayat (2) huruf a, wajib pajak tidak
menyampaikan SPOP pada waktunya, '
Pasal4............

Walaupun................
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Ayat (4)

Ayat ini mengatur sanksi administratif yang dikenakan
terhadap wajib pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf b, yaitu 25% (dua puluh lima persen)
dari selisih pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan
atau keterangan lain dengan pajak terutang dalam SPPT
yang dihitung berdsarkan SPOP yang disampaikan oleh
wajib pajak.

Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT = Rp. 1.000.000.-
Berdasarkan pemeriksaan pajak yang

Seharusnya terutang dalam SKPD = Rp. 1.500.000.-
Selisih = Rp. 509.000.-
Denda administratif

25% x Rp. 500.000.- =Rp. 125.000.-
Jumlah pajak terutang dalam SKPD =Rp. 626.000.-
Adapun jumlah pajak yang terutang

Sebesar = Rp.
1.000.000.

Yang tercantum dalam SPPT, apabila belum dilunasi wajib
pajak, penagihannya dilakukan berdasarkan SPPT tersebut.

Pasal 12
Ayat (1)
Dalam hal pemungutan pajak berdasarkan System Official
Assessment, pembayaran pajak yang terutang ditentukan
dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat ketetapan
pajak diterima oleh Wajib Pajak. Batas waktu pelaporan
SPTPD dan pembayaran pajak yang terutang dengan
menggunakan sistem Self Assessment, paling lama 15 (lima
belas) han setelah berakhirnya masa pajak.

Pajak yang.............. -
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Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT oleh Wajib Pajak.

Contoh: . -
Apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 April 2009,

maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30

September 2009. . :
Pajpak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya
SKPD oleh Wajib Pajak. ;

Contoh:
Apabila SKPD diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret 2009,

maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret
2009.

» Ayat (2) -

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) berfungsi sebagai bukti
pembayaran pajak ‘apabila telah disahkan atau mendapatkan
validasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal13............



Pasal 13

Ayat (1)
Kelonggaran mengangsur pajak yang terutang termasuk
sanksi administratif diberikan dengan berhati-hati untuk
paling banyak 5 (lima) kali angsuran dan jatuh tempo
pelunasan paling lama 10 (sepuluh) bulan
dan hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang
pemungutan pajaknya System Official Assessment.
Pemberian angsuran harus dituangkan dalam Surat
Perjanjian Persetujuan Angsuran di atas kertas bermateri
secukupnya dan menjadi dasar penerbitan keputusan
Walikota atau Pejabat.

Ayat (2) ]
Cukup jelas.

Ayat (3)
Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat
dapat memberikan persetujuan untuk menunda
pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan
pembayaran pajak yang masih harus dibayar dan sanksi
administratif meskipun tanggal jatuh tempo telah
ditentukan.
Penundaan pembayaran pajak yang ierutang termasuk
kekurangan pajak yang masih harus dibayar dan sanksi
administratif diberikan dengan berhati-hati untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib
Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan
likuiditas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2).............

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (1) '
Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi
utang pajak dan biava penagihan dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang

telah disita.

Ayat (2) ‘ g
Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah
surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau

surat peringatan. »
Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh

tempo pembayaran.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud..........
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Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekalig Ayat (3)
adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan ol Cukup jelas.
Jurusna.Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menung
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh uta Pasal 18
pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Ayat (1)
Jangka waktu 2 x 24 jam dimaksudkan untuk memberi
Ayat (2) kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
Cukup jelas. melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat
- Paksa yang bersangkutan.
Ayat (3) | -
Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah su Ayat (2)
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daer Cukup jelas.
kepada petugas Jurusita untuk melakukan penagihan paj
seketika dan sekaligus. Pasal 19
S-l:li‘a‘! perintah penagihan seketika dan sekgligus dap Ayats(;Lt keda'l'uwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan
gﬂf:_’:t'ki;fl\(sgasar untuk melakukan penagihan pajak denga ~. untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak
; ' tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa penagihan
Ayat (4) : pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak STPD, SKPD, SKPDKB,
Cukup jelas SKPDKBT, SPPT diterbitkan.
E Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
Pasal 17 pembeiulan, keberatan, banding a}tau peninjaua-n kembali,
Ayat (1) kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak
Cukup jelas tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat
' Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Ayat (2) Peninjauan kembali.

Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut di atas
tidak ‘dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak apabila
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Per]g:gihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila
_Wajlb Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal
jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 (dua
puluh satu) hari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat

lain yang sejenis diterima oleh Waijib Pajak atau Waijib Pajak Ayat(@)
tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan ' Cukup jelas.
pembayaran pajak. 4
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3)...............
yat (3) Ayat (4)...........00
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) S139)

Permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas
yang membidangi Pendapatan Daerah harus menjelaskan
alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah
dilakukan.

Berdasarkan permohonan penghapusan, Bupati dapat
menetapkan penghapusan piutang pajak sampai‘tlengan Rp
500.000.000.- (lima ratus juia rupaih), sedangkan untuk
penghapusan piutang pajak di atas. Rp 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat
Eersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kakupaten
uwu. |

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumilah pajak
dalam surat Ketetapan pajak dan pemotongan atau
pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib
Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
yang menebitkan surat ketetapan pajak. 7

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi
dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumiah
yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f . :
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang
pribadi atau badan menurut Peraturan Daerah ini atau
yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemotong atau
pemungut pajak.

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas disini bahwa Wajib Pajak dalam
mengajukan keberatannya harus disertai dengan data atau
bukti bahwa jumlah pajak terutang atau
pemotongan/pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati
tidak secara benar.

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Wajib Pajak atau
sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak dengan
maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup
memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta
alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut
tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di
luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktu
selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan
untuk diperpanjang oleh Bupati.

Ayat3...............



Ayat (3)
Ketentuan ini mengharuskan Wajib Pajak untuk dapat
membuktikan atas ketidakbenaran ketetapan pajak secara
jabatan.

Surat Ketetapan Pajak secara jabatan (ex officio) diterbitkan
karena Wajit Pajak tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meskipun telah
ditegur secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak dapat
membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara
jabatan maka keberatannya ditolak.

Ayat (4)
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan
keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih
dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yéing telah
disetujui Waijib Pajak, dan pelunasan tersebut harus
dilakukan sebelum Waijib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (5)
~ Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan
surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan
tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ayat (6) '

Ketentuan ini diperlukan dengan maksud agar Wajib Pajak
tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak
yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan
sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Ayat(7)
Cukup jelas.

Ayat (8)...............
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Ayat (8)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan
alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta
dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan
pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Bupati
berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Ayat (1)

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak,
kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan
kepada Bupati dengan ketentuan ' batasan wal_(tu
penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak
ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima.

Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan
atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu
kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya
administrasi perpajakan daerah. '

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3).....o
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Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bagi Wajib Pajak ya
mengajukan banding, dimana jangka waktu pelunas
pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Bandin
Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabk
sanksi administrasi berupa bunga tidak diberlakukan a

jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajua
keberatan

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) -
Cukup jelas.

Pasal24 = L
' Cukup jelas. : :

Pasal 25

Ayat (1)
Ketentuan ini dlmaksudkan untuk membenkan hak kepad
Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk mengaiukan gugata
kepada Pengadilan Pajak dalam hal = Waji
Pajak/Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaa
penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman
Lelang.

Ayat (2)
Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan
gugatan dianggap memadai dan telah sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Pengadilan Pajak. Jangka
waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa
dihitung sejak pemberitahuan kepada Waijib
Pajak/Penanggung Pajak, untuk sita dihitung sejak
pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk lelang
dihitung sejak Pengumuman Lelang.
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Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum
lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang.
Apabila dalam jangka . waktu dimaksud Wajib
Pajak/Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan maka
hak Waijib Pajak/Penanggung Pajak untuk menggugat
dinyatakan gugur.

Ayat (3)
Cukup jelas :

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jeias.' -

Pasal 26

Ayat (1) | ;
Pengurangan yang dapat dlbenlran berupa pengurangan
pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak
dengan dasar pengenaan pajak.
Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh
Bupati berdasarkan alasan-alasan 'yang dapat diterima,
set:nggl-tanggmya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Contoh:

Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan
keagamaan yang tidak bersifat komersial, dengan
pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya
ditetapkan berdasarkan System Self Assessment maka
pengurangan tidak dapat diberikan,

Keringanan..........c....u
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Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan
digunakan untuk menghitung besarnya pokok paiak. Wajib Pajak yang
telah mendapat putusan pemberian

keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak
dapat mengajukan permononan untuk mendapatkan pengurangan
pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan
pertimbangan Bupati pada suatu keadaan tertentu, yang diberikan
setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak
atau pokok pajak.

Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
yang terutang kepada Wajib Pajak adalah merupakan bagian dari
Keringanan Pajak.

Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasﬁl pajak baik
sebagian atau seluruhnya kepada Wajib Pajak atau terhadap objek
pajak tertentu berdasarkan keadilan dan azas timbal balik (reciprocitas).

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan
adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah.

Contoh:
Waijib Psjak Restoran yang beromzet Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta)

per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak.
Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal
balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan Konvensi Wina Tahun

1961.
Contoh:

Pembebasan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik
pada tempat-tempat yang digunakan oleh Korps Diplomatik.

Ayat (2).............
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib

Pajak harus mengajukan permohonan  dengan

menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. NPWPD;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pajak;

d. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar
pembayaran pajak;

e. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
kepada Wajb Pajak untuk mengetahui kebenaran atas
permohonan tersebut.

Aya* (2)

Untuk menjamin kepastlan hukum bagi Waijib Pajak dan
ketertiban administrasi perpajakan daerah, batas waktu
penetapan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal diterima permohonan.

Ayat (3)

Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui,
tetapi Buapti belum memberikan keputusan, permohonan
Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Dengan.............
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~

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak,
Bupati wajib menerbitkan SKPDLB dalam waktu paling lama
1 (satu) bulan setelah berakhirnya batas waktu pemberian
keputusan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) .
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7) :
Cukup jelas. e ' &

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupater dengan alat
kelengkapan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang
membnuangl masalah keuangan

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Sefiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang
melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang
- mengungkapkan kerahasiaan Wajb Pajak yang menyangkut
masalah perpajakan daerah, antara lain:

Laporan...............
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a. laporan omzet pendapatan dan/atau setoran pajak yang
tertvtang dalam SPTPD, dan lain-lain yang dilaporkan
oleh Wajib Pajak; -

b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan
pemeriksaan;

c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga
yang bersifat rahasia;

d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan yang
' berkenaan.

Ayat (2)
Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang
ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah adalah
sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk
mengungkapkan kerahasiaan Wajlb Pajak sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1)

Ayat ©) ‘
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Vaiib
Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan

daerah.

Identitas Wajib Pajak mehputl
- Nama Wajib Pajak; -
Nomor Pokok Wajib Pajak;
" Alamat Waijib Pajak/Penanggung Pajak;
Alamat kegiatan usaha;
Jenis kegiatan usaha Wajib Pajak.

B -Ju k0 PO b

Informasi............coou
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| Ayat (6)
Inf { : " Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan
rt:‘r;:gﬁ;i:yang versifat TS Alend Porpajakan daord bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya
1. penerimaan pajak secara global; ¥ mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan
2. penerimaan pajak per jenis pajak; atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah
3. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
4. register permohonan Waijib Pajak; Pasal 30
5. tunggakan pajak secara global. ~ Ayat (1) ; _
A _ , Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di- lingkungan
Ayat (4) ] i ‘Pemerintah Kota yang diangkat sebagai penyidik tindak
Untuk kepentingan daerah, misalnya. dalam rangka pidana di bidang perpajakan daerah oleh pejabat yang
penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan berwenang - a@aai. pERYIGK e, pIOAnE; 040
kerjasama  dengan Instansi Pemerintah  Provinsi/ perpajakan daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang
Kabupateanpta lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau e ciisianaian manurt RetartusnC
tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan distur dalam ‘Undang-lndang Hukum, Acare Fidens Sy
kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Bupati. beriaku. '
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Bupati harus 4 |
dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk. : SHOYARERS 1)
dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan ‘<Cukupjelas, |
untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti : , : o
f;ﬁgﬁga" o te:il?ggtWaLib LR LR an ik tviulig | AyatF(’:;La éyaf ini diatur wev;renéng Fejabat Pegawai Negeri
n se 3 ;
perlu oleh Bu;zlt‘? s ha!_hal YN dipendue Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai
penyidik tindak pidana di bidang pérpajakan daerah,
' termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat
Ayat (5) dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak
Untuk melaksanalfan pemeriksaan pada sidang pengadilan bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat
dalam perkara pidana _atau perdata yang berhubungan berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan/atau
denga_n masalah perpajakan daerah, demi kepentingan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
peradilan, Bupati memberikan izin pembebasan atas
kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli Ayat (4)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Cukup jelas.

permintaan tertulis hakim ketua sidang.
Pasal 31............

AYat (6)...e. oo



Pasal 31

Pasal 32

62+

Cukup jelas.

Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administrati
berupa denda dan kenaikan adalah dengan maksud untu
kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah da
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuh
kewajiban perpajakannya.

- Sanksi administratif berupa kenaikan merupakan suatu jumla
proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak ya
tidak atau kurang bayar.

Ayat (1)

Hurufa. : :
Pembayaran atau penyetoran pajak yang teruta
melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pa
12 ayat (1), dikenakan sanksi 2% (dua persen
sebulan dihitung mulai dari berakhirnya batas wa
tersebut sampai dengan pembayaran atau penyetora
pajak, dan baglan dari bulan dihitung penuh 1 (satu
bulan

Hurufb ‘

Ayat‘ ini mengatur pengenaan sanksi administ
berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan b
Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur da
menunda pembayaran pajak.

Contoh:

a. Wajib Pajak mempunyai kewajlban pajak yang
ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebesar
Rp 3.500.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 1
Maret 2610 dengan batas akhir pelunasan tangg
31 Maret 2010.

Wajib pajak.........

._b.a_

'Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk
mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5
(lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp
700.060,00. Sanksi .administrasi berupa bunga
untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

- angsuran ke-1 : 2% x Rp 3.500.000,00
= Rp 70.000,00

- angsuran ke-2 : 2% x Rp 2.800.000,00
= Rp 56.000,00 :

- angsuran. ke-3 : 2% x Rp 2.100.000,00

- =Rp 42.0060,00

- angsuran ke4 : 2% x Rp 1.400.000,00
= Rp 28.000,00

- angsuran ke-5
=Rp 14.000,00

2% x Rp  700.000,00

b. Wajib Pajak séi)agaimana dimaksud dalam huruf a

diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak
sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010.
Sanksi:administratif berupa bunga atas penundaan
pembayaran : surat « ketetapan pajak tersebut
sebesar 5 x 2% x Rp 3500 060,00 = Rp
350.000,00.:

Huruf ¢
Merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan

sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang
diterbitkan karena:

a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. penelitian terhadap SPTPD yang ternyata terdapat
salah tulis dan/atau salah hitung yang
menyebabkan jumlah pajak yang terutang kurang
bayar.

Hurufd.............



BB

Huruf e

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak
atau dikabulkan. sebagian, jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Putusan Bariding, dan penagihan dengan Surat Paksa
akan dilaksanakan apabila Waijib Pajak tidak melunasi
utang pajak tersebut. - .

. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksx administratif
berupa denda . sebesar 100% (seratus persen)

' sebagaimana dimaksud pada.avat ini.

Contoh: '

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah

pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp

5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Baso

Daeng’ Ngassmg ‘Dalam * 'pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, ‘'Baso Daeng Ngassing hanya
'y ' ** menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp
3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB
'tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian
mengajukan surat keberatan. Bupati mengabulkan
sebagian keberaian Wajib Pajak dengan jumlah pajak
yang -masih _harus - dibayar menjadi - sebesar Rp
4.200.000,00. '
Selanjutnya Wajib Pajak .mengajukan permohonan
banding - dan oleh. Pengadilan Pajak diputuskan
besarnya _ pajak yang masih harus dibayar
menjadi sebesar Rp 3.900.000,00.
Dalam hal ini baik sanksi administratif berupa bunga
sebesar- 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan.
Namun, ‘Waijib Pajak. dikenai sanksi administratif
berupa denda yaitu sebesar 100% x (Rp 3.900.000,00
-~ Rp 3.500.000,00) = Rp 400.000,00.

Huruf d
Dalam hal keberatan drtolak atau dikabulkan sebagia

dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonal
banding, jumlah pajak berdasarkan keputusa
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayé

- sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi palin
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Suré
"Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surs
Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tnd__
melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Waji
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denc
sebesar 50% (iima puluh persen).

Contoh:
Untuk tahun pajak 2009 .SKPDKB dengan jumi

pajak yang masih harus dibayar sebesar
5.000.000,00. diterbitkan terhadap Waijib Pajak, B
Daeng 'Ngassing. Dalam pembahasan akhir has
pemeriksaan,  Baso: Daeng Ngassing hany
- : menyetujui-pajak yang harus dibayarnva sebesar R
3.500.000,00 ‘dan telah melunasi sebagian SKPD
‘tersebut sebesar Rp  3.500.000,00 dan kemud
mengajukan keberatan kepada Bupati.

Dengan berbagai pertimbangan, Bupati mengabulks
sebagian keberatan Baso Daeng Ngassing deng
jumlah pajak yang masih. harus dibayar men
sebesar Rp 4.200.000,00. Dalam hal ini, Baso Dag
"Ngassing tidak dikenai sanksi administratif be
bunga, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat If
'yakni sebesar 50% x (Rp 4.200.000,00 - ¥
3.500.000,00) = Rp 350.000,00.

Huruf ...



Pasal 33 -

" menyampaikan ' SPTPD secara tepat waktu serta untu

Pasal 34
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pengenaan sanksi admmlstrattf berupa kenaikan sebesar 400
(empat ratus persen) dari pokok pajak yang terutang merupaka
konsekuensi logis dari fakta kenyataan atas ketidakpatuha
Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya mengisi ata

memenuhi permintaan Bupati bagi keperluan pelaksanaa
pemeriksaan' sehingga - menimbulkan 'kesulitan petuga
pemeriksa pajak dalam memperhitungkan jumlah pajak terutan
- yang sebenarnya.

Pelanggaran terhadap kewajlban perpajakan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi
perpa-akan dikenai. sanksi administrasi dengan menerbitkan
surat ketetapan pajak atau Surat, Tagihan Pajak Daerah,
" sedangkan yang . menyangkut tindak pidana di bidang
., perpajakan dlkenaq sanksi pidana.

' Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini
bukan ‘merupakan’ pelanggaran administrasi melainkan
merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya
kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan
seperti yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat 1)

- Kealpaan yang dlmaksud dalam pasal ini berarti tidak
sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan
kewajibannya - séhingga perbuatan tersebut dapat
menimbu'kan kerugian pada pendapatan daerah.

Ayat (2)............e.

~67-«

Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi
yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan
pajak dalam penerimaan daerah.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan
tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya
Waijib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak
ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini,
perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat atau tenaga ahli
yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya
pengungkapan kerahasiaan tersebut.

"' Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ini dilakukan karena kealpaan' dalam arti lalai, tidak
hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban
untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada
pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh peraturan

1 perundang-undangan perpajakan daerah dilanggar. Atas

" kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang
setimpal.

Ayat (2)
Perbuatan atau: tlndakan sebagalmana dimaksud pada ayat
ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih
berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang
dilakukan karena kealpaan agar pejabat atau tenaga ahli
yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan
perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)..........



Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Dalam rangka mengamankan  penerimaan daerah da
. meningkatkan profesionalisme petugas pajak pada Dina
vang . membidangi
“meiaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah |n|,
maka terhadap petugas pajak yang dengan sengaj
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawa
hukum menyalahgunakan kekuasaannya atau tugas poko

. Pendapatan

Daerah

dala

~ dan. fungsmya meémaksa Wajib Pajak untuk memberikan

sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran,
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ata

orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan
daerah’ diancam* dengan peratl..ran perundang-undangan

'tmdak pldana korupsr

!

Penerapan

llog

Penerapan sanks| tersebut juga berlaku bagi seseorang
yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
secara melawan hukum melakukan tindakan di Iluar
kekuasaannya atau tugas pokok dan fungsinya dengan
memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk
membayar atau menerima pembayaran, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain
atau kelompoknya sehingga menimbulkan kerugian pada
keuangan daerah.

Ayat (2) -
Cukup jelas.

Pasal39 .
Cukup jelas
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